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Indikator Persentase penigkatan nilai aset koperasi Persentase usaha mikro yang mandiri Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB

Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
Indikator : Persentase koperasi yang memiliki izin usaha

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan UM
Indikator : Persentase usaha mikro dengan kerjasama kemitraan, % usaha
mikro yang meningkat legalitas perijinan dan kapasitas aset

Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
Indikator : Persentase pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di
Kabupaten

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan
Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Indikator : Persentase ijin usaha simpan pinjam koperasi yg diterbitkan

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan,
Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi
dengan Para Pemangku Kepentingan
Indikator : Persentase Usaha Mikro yang dibina
Persentase UM yang mengikuti pelatihan

Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri
Kabupaten/Kota
Indikator : Jumlah dokumen Perda RPIK, Sentra IKM,
IKM yang Dibina

Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
Indikator : Persentase koperasi yang dikelola secara akuntabel

Program Pengembangan UMKM
Indikator : Persentase Peningkatan UMKM Naik Kelas dalam
pengelolaannya

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Indikator : Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan
perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas

Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan
Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam
Daerah Kabupaten/ Kota
Indikator : Persentase koperasi yg diperiksa dan diawasi

Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala
Usaha Menjadi Usaha Kecil
Indikator : Persentase peningkatan UMKM naik kelas dalam
pengelolaannya

Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk 1UI,
IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator : Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini




| Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi |
Indikator : Persentase Koperasi Sehat

Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah
Indikator :Persentase Koperasi Sehat

Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
Indikator : Persentase koperasi dengan SDM terlatih

Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah
Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Indikator : Persentase pengelola dan anggota koperasi yang mengikuti
pelatihan perkoperasian

Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
Indikator : Persentase peningkatan modal koperasi

Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Indikator : Persentase KUMKM yang mengakses fasilitasi pembiayaan

Jabatan

Tugas Pokok

PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

PEMBINA INDUSTRI AHLI MUDA

Memfasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan
Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam
untuk Koperasi sesuai aturan

Memfasilitasi kemudahan perizinan UM yang sesuai aturan

Melaksanakan penyusunan dan evaluasi Perbup RPIK yang sesuai aturan
yang berlaku

Melaksanakan penilaian kesehatan koperasi

Melaksanakan pemberdayaan kelembagaan potensi pengembangan usaha
mikro yang sesuai aturan

Melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan
Sumber Daya Industri secara terencana

Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi secara akuntabel

Melaksanakan optimalisasi fasilitasi Pusat Layanan Unit Terpadu (PLUT)
yang efektif

Melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan
Industri dan Peran Serta Masyarakat Secara Terencana

Meningkatkan kapasitas SDM pengelola koperasi yang mengikuti
pendidikan dan latihan

Melaksanakan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta
Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui
Pendidikan dan Pelatihan

Memfasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data
Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem
Informasi Industri Nasional (SlINas) secara berkala

Meningkatkan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses
Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi,
dan Restrukturisasi Usaha

Melaksanakan pengembangan Usaha Mikro yang komprehensif
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Kepala Daerah - Menciptakan Birokrasi Pemerintah Yang Inovatif, Profesional dan Melayani
Tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif, Profesional dan Responsif
Indikator Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
Sasaran Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel dan Transparan
Indikator Nilai SAKIP
|

Indikator Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah

Sekretaris Dinas Prug.ram/ SEKRETARIS DINAS
Kegiatan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Indikator :Jumlah dokumen ladministrasi keuangan Perangkat Daerah

kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator : Prosentase pegawai yang mendapatkan
layanan kepegawaian

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator : Prosentase operasional dasar
Perangkat Daerah yang terpenuhi

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator : Prosentase ketersediaan sarana dan
prasarana yang dibutuhkan




Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Indikator : Prosentase penyediaan jasa
penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator : Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik

Jabatan
Fungsional/
Struktural

Sub
Kegiatan

PERENCANA AHLI MUDA

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan
Tugas ASN

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Indikator : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Indikator : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik yang Disediakan

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Indikator : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara




